WALIKOTA PALEMBANG

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG

PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI| LINGKUP PEMERINTAH KOTA

Menimbang

Mengingat

PALEMBANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG

: a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan tertib

administrasi pelaksanaan serta menjamin kepastian biaya
perjalanan dinas sesuai dengan kebutuhan nyata dan memenuhi
kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah, perlu meninjau
kembali dan merubah Peraturan Walikota Momor & Tahun 2012
guna mempedomani surat Menteri Keuangan Nomor S-528 /
MK.05 [ 2012 tanggal 23 Juli 2012 hal perjalanan dinas dalam
negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Neger dan Pegawai Tidak
Tetap, maka perlu mengatur kembali ketentuan mengenai
peralanan dinas dalam neger lingkup Pemerintah Kota;

. bahwa berdasarkan perimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang
Perjalanan Dinas Dalam Negeri Lingkup Pemerintah Kota
Palembang,

. Undang — Undang No 28 Tahun 1859 tentang Pembentukan

Daerah Tingkat |l dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran R|
Tahun 1958 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor
1821);

. Undang — Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Megara (lembaran Negara Rl tahun 2004 MNomor 5, Tambahan
MNegara Rl Nomor 3455);

. Undang - Undang Nemor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan perundang — undangan (Lembaran Negara Rl Tahun
2011 Nomor B2, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 5234):

- Undang — Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran MNegara Rl Momor 4437) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang — Undang Momar 12 Tahun
2008 tentang Perubahan atas Undang — Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun
2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4844):



5. Undang — Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Rl Tahun 2004 Momar 126, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 4844);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran
Negara RI Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Megara
Rl Nomor 4028)

7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran MNegara RI Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Rl Nomor 4080);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2005 Momor 140,
Tambahan Lembaran Negara R| Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran MNegara RI
MNomor 4737):

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Fedoman Pengelolaan Keungan Daerah, sebagaimana telah
diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Megeri
Nomor 21 Tahun 2011;

11.Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomoar
113/PMK.O5 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat
Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;

12 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2007 tentang
Pokok ~ pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kota Palembang Tahun 2007 Nomor 2);

13.Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota
Palembang Tahun 2008 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG TENTANG
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI LINGKUP
PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

BAE |
KETENTUAN URMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Kota Palembang.

Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.

Walikota adalah Walikota Palembang.

Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Palembang.
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8. Pimpinan dan Anggota DPRD adalah Pimpinan dan Anggota
DFRD Kota Palembang.

7. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat Sekda adalah
Sekretaris Daerah Kota Palembang.

B. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Palembang
yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah.

8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah
Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-
undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian,
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Momor 43
Tahun 1888,

10.Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat
Pegawai Non PNS adalah Pegawai non PNS Kontrak dan Pegawal
Non PNS lainnya yang diangkat/ditugaskan untuk jangka waktu
lertentu, guna melaksanakan tugas pemerintah dan pembangunan
yang bersifat teknis profesional dan administratif sesuai dengan
kebutuhan dan kemampuan arganisasi.

11.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD
adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah  selaku
pengguna anggaran/pengguna barang.

12.Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA/Kepala SKPD
adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran
untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang
dipimpinnya.

13.Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah
pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan
sebagian kewenangan dan tanggungjawab penggunaan anggaran
pada SKPD yang bersangkutan,

14.Perjalanan Dinas Dalam MNegeri yang selanjutnya dissbut
perjalanan dinas adalah perjalanan keluar dari tempat kedudukan
ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula,
baik perseorangan maupun secara bersama atas perintah pejabat
yang berwenang untuk kepentingan Pemerintah Kota Palembang.

15. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih
dahulu dan dibayarkan sekaligus.

16. Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti
pengeluaran yang sah.

17.Perhitungan rampung adalah perhitungan biaya Perjalanan Dinas
yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang
berlaku.

18.Surat Perintah Tugas vyang selanjutnya disingkat SPT adalah
dokumen yang menjadi dasar pembuatan surat perintah perjalanan
dinas,

19.Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPD adalah
dokumen yang diterbitkan dalam rangka pelaksanaan perjalanan
dinas bagi Pejabat, PNS/CPNS seria Pegawal Tidak Tetap untuk
melaksanakan perjalanan dinas.

20, Pelaksana SPD adalah Pejabat, FNS/CPNS dan Pegawai Tidak
Tetap yang melaksanakan perjalanan dinas.

21.Wilayah jabatan adalah wilayah kerja dalam menjalankan tugas.

22 _Tempat kedudukan adalah kota kantor/satuan/unit Kerja berada.

23 Tempat bertolak adalah tempat/kota melanjutkan perjalanan dinas
ke tempat tujuan.



24.;&mpat tujuan adalah tempat kota yang menjadi tujuan perjalanan

inas.

25. Detasering adalah penugasan sementara waktu.

26.Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka
kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kaepada Bendahars
Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari

satuan kerja, yang tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme
pembayaran langsung.

EAB II
RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS

Pasal 2

(1) Peraturan Walikota ini mengatur mengenai pelaksanaan dan

pertanggungjawaban Perjalanan Dinas dalam negeri lingkup
Pemerintah Kota Palembang.

(2) Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat {1)

meliputi :
a. Perjalanan dinas dalam daerah; dan
b. Perjalanan dinas keluar daerah.

{3) Perjalanan dinas dalam negeri lingkup pemerintah kota sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada :

Walikota dan Wakil Walikota;

Pimpinan dan anggota DPRD;

Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil;
Fegawai Mon Pegawai Negeri Sipil / Pegawai Tidak Tetap.
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BAB 1l
PRINSIP PERJALANAN DINAS

Pasal 3

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai
berikut ;

a.

b.

c.

Selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan
prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;
Ketersediaan anggaran dan kesasuaian dengan pencapaian kinerja
SKPD;

Efisiensi panggunaan belanja daerah;

Akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan
pembebanan biaya perjalanan dinas.



BAB IV
PERJALAMAN DINAS DALAM DAERAH

Pasal 4

(1) Perjalanan dinas dalam daersh sebagaimana dimaksud dalam pasal 2
ayat (2) adalah perjalanan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas
kantor ke satuan kerja / instansi diluar lingkup Pemerintah Kota yang
berlokasi dalam daerah,

{2) Perjalanan dinas dalam daerah dilakukan dalam rangka :

a. Pa!aklsanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan:
b. Mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya,

(3} Perjalanan dinas dalam daerah terdiri atas uang harian yang diberikan
secara lumpsum,

{4) E:(chetwian biaya perjalanan dinas dalam daerah digtur sebagal
THELIL
a. Biaya peralanan dinas dalam daerah diberkan untuk
pqla!ksanaan tugas yang penyelesaiannya memeriukan waktu
minimal S (lima) jam dalam 1 {satu) hari;
b. Biaya perjalanan dinas dalam daerah tidak diberikan apabila
perjalanannya menggunakan kendaraan dinas dan/atau untuk
perjalanan yang bersifat rutin.

BAB V
PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

Pasal 5

Perjalanan dinas keluar dasrah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2
ayat (2) terdiri atas :

8. Perjalanan dinas keluar daerah dalam provinsi;

b. Perjalanan dinas keluar daerah luar provinsi.

Pasal 6

Perjalanan dinas keluar daerah dilakukan dalam rangka :

a.  Studi banding, konsultansi, dan sejenisnya;

b, Menghadiri undangan rapat, seminar, konferensi, promosi dasrah
dan sejenisnya;

c. Pengumandshan (detaserng);

d.  Ditugaskan untuk menampuh ujian dinas/ujian jabatan;

e. Menghadapi majelis penguji kesehatan Pegawai Megeri atau
menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk
mendapat surat keterangan dokter tentang kesehatan guna
kepentingan jabatan,

f Memperaleh pengobalan berdasarkan surat keterangan dokter
karena mendapat cedera pada wakiu/karena melakukan tugas;

g. Ditugaskan mengikuti pendidikan dan pelatihan dinas;



(1)

(2)

(2

(4)

(5)

()

(7)

(&)

9

Melakukan pengobatan dikarenakan penyakit yang dideritanya
berdasarkan surat keterangan/rujukan dokter bagi Wallkota dan
Wakil Walikota.

Mengambil/menjemput jenazah pegawai yang meninggal dunia
dalam melakukan perjalanan dinas.

Pasal 7

Perjalanan dinas keluar daerah terdiri atas komponen-komponen

sebagai berikut :

Uang harian;

Biaya transport / biaya Bahan Bakar Minyak (BBM);

Biaya penginapan;

Uang representasi;

Sewa kendaraan dalam kota:

. Biaya angkutan dan pemetian jenazah.

;.'t:ng harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri

S

a. Uang makan;

b. Uang saku.

Bizya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri

atas !

a. Biaya modal transportasi dari tempat kedudukan sampai termpat
tujuan,

b. Retribusi yang dipungut di terminal bus / stasiun ! bandara /
pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.

Dalam hal perjalanan dinas dilakukan dengan menggunakan

kendaraan dinas maka biaya transport diberikan berupa uang

penggantian BBM, dari tempat kedudukan ke tempat tujuan.

Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di hotel atau

termpat penginapan lainnya.

Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan biaya

penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku ketentuan

sebagai berikut :

a. Pelaksana perjalanan dinas diberikan biaya penginapan sebesar
30 % (tiga puluh persen) dar tarif penginapan sebagaimana
tercantum dalam lampiran V' yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

b. Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a
dibayarkan secara lumpsum,

Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d

dapat diberikan kepada Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan dan

Anggota DPRD, PNS Eselen I, PNS eselon Il dan PNS eselon IV

selama melakukan perjalanan dinas.

Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf e dapat diberikan kepada \Walikota, \Wakil Walikota dan

Pimpinan DFRD untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat

tujuan.

Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sudah

termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak dan pajak.
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(10) Biaya angkutan dan pemetian jenazah diberikan hanya untuk

perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf i.

Pasal 8

Pemberian biay_a perjalanan dinas |luar daerah sebagaimana dimaksud
dalam pasal 5 diatur dengan ketentuan sebagai berikut -

(1)

(2)
(3)

(4)

Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a,
diberikan selama-lamanya 2 (dua) hari serta ditambah 1 {satu) hari
untuk perjalanan yang memerlukan transit, untuk peserta dibatasi
sebanyak-banyaknya adalah 10 (sepuluh) orang termasuk peserta
dari luar SKPD untuk ke satu tempat tujuan.
P_erja_ianan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b,
diberikan berdasarkan jumlah waktu sesuai undangan dan paling lama
dapat ditambah 2 (dua) hari perjalanan.
Flerjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf o
diberikan setingg-tingginya adalah untuk 10 (sepuluh) hari penugasan,
Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal & huruf d dan e,
diberikan berdasarkan jumiah waktu sesuai penugasan.
Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf f dan h
diberikan berdasarkan jumlah waktu sesuai penugasan, dan dapat
mengikut sertakan keluarga / pendamping sebanyak 1 (satu) orang.
Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf g
:ibnlerikan sesuai penugasan atau sebanyak-banyaknya untuk 5 (lima)
ari,
Ferjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf i, waktu
pelaksanaan selama-lamanya 3 (hari), dan pelaksana SPD termasuk
pihak keluarga berjumlah 3 (tiga) orang.

BAB VI
BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 9

Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (1), dibagi dalam 4 (empat) golongan yaitu :

a. Golongan IV

b. Golongan Il

c. Golongan Il

d. Golongan |

Biaya perjalanan Dinas Dalam Daerah untuk Pimpinan dan Anggota
DPRD disetarakan dengan PNS Golongan I'V.

Dalam hal memerlukan narasumber yang berasal dari luar daerah
dan narasumber tersebut fidak mendapatkan fasilitas biaya
perjalanan dinas dari anggaran instansi / satuan kerja lainnya, maka
kepada narasumber dapat diberikan biaya perjalanan dinas dalam
daerah yang besarannya disetarakan sesuai tingkat kepatutan.
Rincian besaran biaya perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), tercantum dalam lampiran | yang
merupakan bagian tidak terpizahkan dari Peraturan Walikota ini.



(1

(2)

(3)

(4)

Pasal 10

Biaya perjalanan dinas luar daersh sebagaimana dimaksud dalam

pasal 5 digolongkan dalam 5 (lima} tingkat, yaitu -

a. Tingkat A untuk Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan DPRD, dan
Sekretaris Daerah;

. Tingkat B untuk Anggota DPRD dan Eselon I:

¢ Tingkat C untuk PNS dengan kedudukan struktural esefon Il /
golongan IV

d. Tingkat D untuk PNS dengan kedudukan struktural eselon IV /
golongan 1II;

e. Tingkat E untuk PNS golongan 11 / | / CPNS,

Pegawai Non PNS dapat diberikan biaya perjalanan dinas luar

daerah yang digolongkan dalam tingkat sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), menurut tingkat pendidikan/ kepatutanftugas yang
bersangkutan.

PNS golongan Il / | / CPNS dan Pegawai Non PNS dapat melakukan

penalanan dinas luar daerah dalam hal mendesak/khusus, seperti

dalam hal tenaga teknis tidak diperoleh di tempat yang
bersangkutan.

Komponen biaya perjalanan luar daerah sebagaimana dimaksud

dalam pasal 7 ayat (1) diberikan berdasarkan tingkat biaya

Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan

ketentuan sebagai berikut

a. Uang harian dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas
tertinggi sebagaimana tercantum dalam lampiran Il yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Walikota ini:

b. Biaya transport pegawai dibayarkan sesuai biaya rill berdasarkan
fasilitas transport untuk yang menggunakan kendaraan dinas,
sebagaimana tercantum dalam lampiran Il yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini:

c. Uang BBM uniuk yang menggunakan kendaraan dinas
dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi
dengan perhitungan sebagaimana tercantum dalam lampiran IV
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Walikota ini;

d. Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil,
dikecualikan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (§), dan
biaya penginapan yang dapat diberikan sefinggi-tingginya
sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Walikota ini:

& Uang representasi dibayarkan secara lumpsum dan merupakan
batas tertinggi sebagaimana diatur dalam lampiran Il yang
merupakan bagian fidak terpisahkan dari peraturan Walikota ini;

f.  Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil
dan diberikan setinggi-tingginya sebagaimana tercantum dalam
Lampiran WV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Walikota ini;

g. Biaya pemetian dan angkutan jenazah dibayarkan sesuai biays
riil sebagaimana tercantum dalam lampiran V1 yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari peraturan Walikota ini.

i. Biaya perjalanan dinas kurang dari 24 (dua pulubh empat) jam
diberikan dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam
lampiran VIl yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
peraturan Walikota ini.



(1)

(2)

(3)

(4)

(1)
(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 11

Dalam hal perjalanan dinas keluar daerah dilakukan secara
bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan, pelaksana SPD
dapat menginap pada hotel / penginapan yang sama dan / atau
menggunakan penyedia jasa.

Penetapan penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan sesuai ketentuan yang mengatur pengadaan barang / jasa
pemerintah.

Kompenen biaya perjalanan dinas yang dapat dilaksanakan dengan
perikatan meliputi biaya transport termasuk pembelian / pengadaan
tiket dan/atau biaya penginapan,

Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih tinggi dari satuan biaya
hatel / penginapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikata ini,
maka pelaksana SPD menggunakan fasilitas kamar dengan biaya
terendah pada hotel/penginapan dimaksud.

Pasal 12

Biaya perjalanan dinas dalam negeri dibayarkan sebelum perjalanan
dinas dilaksanakan,

Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan, biaya
perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai.

Pas=al 13

Dalam hal jumlah hari Peralanan dinas keluar daerah melehihi
jumlah hari yang ditetapkan dalam SPD dan tidak disebabkan oleh
kesalahan/kelalaian Pelaksana SPD dapat dipertimbangkan untuk
diberikan tambahan uang harian, biaya penginapan dan uang
representasi.

Tambahan uang harian, biaya penginapan dan uang representasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dipertimbangkan
untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada pasal & huruf b dan d,
dan dibayarkan setelah adanya persetujuan Pengguna Anggaran
dengan melampirkan dokumen surat keterangan perpanjangan tugas
dari pejabat yang berwenang atau surat keterangan kelalaian dari
Kepala Bandara / perusahaan jasa transportasi lainnya.

Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas kurang dari jumlah hari yang
ditetapkan dalam SPD, pelaksana SPD harus mengembalikan
kelebihan uang harian, biaya penginapan, dan uang representasi.
Ketentuan pengembalian kelebihan uang harian, biaya penginapan,
uang representasi, dan sewa kendaraan dalam kota sebagaimana
dimaksud ayat (3) tidak berlaku untuk ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam pasal & huruf h.



(1)
(2)

(1)

(2)
(3)
(4)

(1)
(2

(3)

(4)

BAB VI
PELAKSANAAN DAN PROSEDUR PEMBAYARAN
BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 14

Pelaksana SPD harus mengajukan ijin guna persetujuan

pelaksanaan perjalanan dinas.

FPemberian persetujuan pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana

dlmaksud pada ayat (1), diatur dengan ketentuan sebagai berikut -
Kepala SKPD memberikan persetujuan pelaksanaan perjalanan
dinas kepada pelaksana SPD vyang berasal dan SKPD yang
dipimpinnya.

b. Walikota/\Wakil Walikota memberikan persetujuan pelaksanaan
perjalanan dinas kepada pelaksana SPD dengan jabatan eselon
llfyang disetarakan dan kepala SKPD.

c. Pimpinan DPRD memberikan persetujuan pelaksanaan
perjalanan dinas kepada anggota DPRD.

Pasal 15

Dengan berdasarkan persefujuan sebagaimana dimaksud dalam

pasal 14, maka penerbitan Surat Tugas diatur sebagai berikut

a. Walikota\Wakil Walikota untuk perjalanan dinas yang dilakukan
Sekda.

b. Sekda untuk perjalanan dinas yang dilakukan Walikota, Wakil
Walikota, PA / Kepala SKPD dan pejabat lainnya setingkat
eselon .

c. PA/Kepala SKPD untuk perjalanan dinas yang dilakukan PNS
dan Pegawai Non PNS yang bertugas pada SKPD berkenaan.

d. Ketua DPRD untuk perjalanan dinas yang dilakukan Pimpinan
DPRD serta anggota DPRD.

Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat {1) disiapkan oleh

masing-masing satuan kerja pelaksana 5PD.

PA/Kepala SKFD menerbitkan SPD untuk biaya perjalanan dinas

yang dibebankan pada DPA-SKPD herkenaan,

PA [ Kepala SKPD dalam menerbitkan SPD sekaligus menetapkan

tingkat golongan perjalanan dinas dan alat transport yang digunakan

untuk melaksanakan perjalanan dinas dengan memperhatikan
ketersediaan anggaran.

Pasal 16

Pembayaran biaya perjalanan dinas dalam negeri diberikan dalam
batas pagu anggaran yang tersedia dalam DPA-SKPD berkenaan.
Pembayaran biaya perjalanan dinas dilakukan melalui mekanisme
Uang Persediaan (UF) dan/atau mekanisme Pembayaran Langsung
{LS).

Pembayaran biaya Peralanan dinas dalam negeri dengan
mekanisme LS dilakukan melalui

a. perikatan dengan penyedia jasa,

b. Bendahara pengeluaran;

Perjalanan dinas dalam negeri yang dilakukan dengan penyedia jasa
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi



(1)

(2)

(1

(2)

(1)

(2)

(n
(2)

a. Perjalanan dinas keluar dasrah untuk keperluan Studi banding,
konsultansi, dan sejenisnya;
b. Perjalanan dinas keluar daerah untuk keperluan menghadiri

un_dangan rapat, seminar, konferensi, promosi daerah dan
sejenisnya.

Pasal 17

P.embayaran biaya perjalanan dinas dengan mekanisme UP
dilakukan dengan memberikan uang muka kepada Pelaksana SPD
oleh bendahara pegeluaran.

Pemberian uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
berdasarkan persetujuan pemberian uang muka dari KPA dengan
melampirkan dokumen sebagai berikut -

a. Surat Tugas;

b. Fotokopi SPD;

c. Kwitansi tanda terima uang muka;: dan

d. Rincian perkiraan biaya Perjalanan Dinas.

Pasal 18

Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dengan mekanisme LS
dilakukan melalui transfer dari Kas Daerah ke Rekening Bendahara
Pengeluaran atau pihak ketiga.

Dalam hal biaya perjalanan dinas dilaksanakan menggunakan
perikatan/perjanjian dengan penyedia jasa, maka nilai satuan harga
dalam kentrak / perjanjian tidak boleh melebihi tarif tiket resmi yang
dikeluarkan oleh perusahaan jasa transportasi atau tarif penginapan /
hotel resmi yang dikeluarkan ocleh penyedia jasa penginapan / hotel.

Pasal 19

Dalam hal biaya perjalanan dinas dalam negeri yang dibayarkan
kepada Pelaksana SPD melebihi biaya Perjalanan Dinas vyang
seharusnya dipertanggungjawabkan, kelebihan biaya Perjalanan
Dinas tersebut harus disetor melalui Bendahara Pengeluaran.

Dalam hal biaya perjalanan dinas dalam negeri yang dibayarkan
kepada Pelaksana SPD kurang dari yang seharusnya, dapat
dimintakan kekurangannya melalui mekanisme UP atau LS.

Pasal 20

Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan Perjalanan Dinas, biaya

pembatalan dapat dibebankan pada DPA -SKPD berkenaan,

Dokumen yang harus dilampirkan dalam rangka pembebanan biaya

pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. Surat Pernyataan pembatalan Tugas Parjalanan Dinas Jabatan
dari atasan Pelaksana SPD / Pejabat yang menerbitkan Surat
Tugas, sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran



(3)

(1)

(2

(3}

(5)

VIl yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini;

b. Surat Pemyataan Pembebanan Biaya Pembatalan Perjalanan
Dinas Jabatan sesuai format sebagaimana tercantum dalam
Lampiran |X yang merupakan bagian fidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini:

c. Pemyataan / tanda bukti besaran pengembalian biaya transport
dan [ atau biaya penginapan dari perusahaan jasa transportasi
dan / atau penginapan yang disahkan cleh KPA,

Biaya pembatalan yang dapat dibebankan pada DIPA -SKPD

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut

a. Biaya pembatalan tiket transportasi danfatau biaya penginapan;
atau

b. Sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi atau biaya
penginapan yang tidak dapat dikembalikan / refund.

BAB VIl
PERTANGGUNGJAWABAM BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 21

Pelaksana SPD mempertanggungjawabkan pelaksanaan Perjalanan
Dinas dalam negeri kepada Pemberi tugas dan biaya perjalanan
dinas paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah perjalanan dinas
dilaksanakan.

Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa !

a, Surat Tugas yang sah dari atasan Pelaksana SPD,

b. SPD yang telah ditandatangani oleh Pejabat ditempat
pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi
tempat tujuan Perjalanan Dinas;

c. Tiket pesawat, boarding pass, airport tax / retribusi, dan/atau
bukti pembayaran moda transportasi lainnya; dan

d. Bukti pembayaran yang sah untuk pengeluaran ril, yang
dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa
penyewaan kendaraan dan/atau jasa hotel / penginapan.

Dalam hal bukti pengeluaran transportasi danfatau penginapan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ¢ dan d tidak dipercleh,

pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas keluar daerah dapat
menggunakan daftar pengeluaran riil sebagaimana tercantum dalam

Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Walikota ini.

KPA melakukan perhitungan rampung seluruh bukti pengeluaran

biaya Perjalanan Dinas dan disampaikan kepada Bendahara

Pengeluaran. .

KPA mengesahkan bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan menyampaikan kepada Bendahara Pengeluaran

sebagai pertanggungjawaban UP dan bukti pengesahan SPM/SP2D

LS Perjalanan Dinas.



Pasal 22

Pelaksana SPD yang melakukan pemalsuan dokumen, menaikkan dari
harga sebenarn}fa_(mark upj, danfatau menerima biaya peralanan dinas
rangkap (dua kali atau lebih) dalam pertanggungjawaban Perjalanan

Dinas dalam negeri, bertanggungjawab sepenuhnya atas seluruh tindakan
yang dilakukan.

BAB IX
KETEMTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

(1) Pejabat penerbit Surat Tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal
15 ayat (1) dapat memerintahkan pihak lain  diluar
PNS/CPNS/Pegawai Mon PNS untuk melakukan Perjalanan Dinas.

(2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melakukan
perjalanan dinas untuk kepentingan Pemerintah Kota, digolongkan
dalam tingkat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1).

(3} Penggolongan terhadap pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) ditentukan oleh KPA dengan mempertimbangkan tingkat
pendidikan / kepatutan / tugas yang bersangkutan.

Pasal 24

PA /| Kepala SKPD menyelenggarakan pengendalian internal terhadap
pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri dengan memperhatikan
prinsip perjalanan dinas dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAE X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Palembang
Nomor 8 Tahun 2012 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Jabatan
Dalarn Negeri Bagi Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan / Anggota DFRD,
dan Pegawai Megeri Sipil serta Pegawai Mon Pegawai Neger Sipil Di
lingkungan Pemerintah Kota Palembang , dicabul dan dinyatakan tidak
berlaku.



Pasal 26
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota

Palembang.
Ditetapkan di Palembang
pada tanggal
WALIKOTA PALEMBANG
Diundangkan di Palembang

pada tanggal
Flh. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG




Lampiran Peraturan Walikota Palembang

MNomaor - Tahun 2013
Tanggal 8 2013

BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

Nao. URALAN Basaran Biaya [ hari
1. |Golongan IV/ disetarakan Rp. 170.000,-
2. |Golongan I/ disetarakan Rp. 150,000, -
3. |Golongan ||/ disetarakan Rp. 125.000,-
4. IGolongan If disetarakan Rp. 100.000,-

Diundangkan di Falembang
pada tanggal
Flh. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG




paraturan Wallkota Palembang

Lampiran "
Nomaor Tahun 2013
Tanggal 2013
RAH
SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS KELUAR DAE Gk
TINGKAT A TINGKAT B TINGKAT C TINGKAT D TINGKAT E*
Gaolongan |
jretari Anggota DPRD Eselon 11 Eselon 1l Eselon IV |
a v i e & ______..__“___l_nnn_ H_wﬂnﬂu m.uul-”.m ? Golongan IV nu—ul:!nm... ] dan Galongan Il
Ketua DPRD 3 ua
1.100.000 1.000.000 900,000
| [Luar Provinsi (OH) 1.800.000 1.700.000 1.600.000 1.400,000 _.WB_H e e -
Il |Dalam Provinsi (OH}) 1.300.000 1.200.000 1.100.000 1.000.000 200 .
RAH
SATUAN BIAYA UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS KELUAR DAE IR
" Eselon 111 Eselan IV
NO URAIAN SATUAN | Walikota dan Wakil Walikota Sekretaris Anggota DPRD Eselan
Ketua DPRD | & Wakil Ketua DPRD paerah
700.000 600,000 400,000
I JLuar Provinsi (OH) 1.100,000 1.000.000 900.000 800.000 s i 5
Il |Dalam Provinsi {OH) 700.000 700,000 700,000 500.000 !

Keterangan

1.

1.

Uang harian dan uang representasl diberikan berdasarkan banyaknya hari yang diperlukan unt

dimulai dari hari kebarangkatan s/d hari tiba kamball ditempat kedudukan

Dalam hal waktu tiba kembali ditempat kedudukan sebelum pukul 18.00 wib maka uang harian dan wang representa

uk melaksanakan perjalanan dinas

5l diberikan setinggi-tingginya

: : ikota ind.
75% dari besaran yang ditetapkan dalam lampiran  yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota i

Divndangkan di Palembang
pada kanggs
Fih. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG

-
e
I, S AKRONI, MM

DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2013 NOMOR 7

W, PALEMBANG
H. EDDY SANTANA PUTRA




Lampiran
Namaor
Tanggal

FASILITAS ANGKUTAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Peraturan Walikota Palembang
: Tahun 2013

No Tingkat Moda Transportasi Biaya
Perjalanan Dinas Pesawat Udara Kapal Laut Kereta Api/Bus
1 |Tingkat A Bisnis VIR [ Kelas | Eksekutif Riil
2 |Tingkat B Ekanomi Kelas| B Eksekutif Riil
3 |Tingkat C Ekonomi Kelas Il A Eksekutif Rlil
4 |Tingkat D Ekonomi Kelas Il & Eksekutif Riil
3 |Tingkat E Ekonoml Kelas Il A Eksskutif Riil

Diurdangkan di Palembang
pada tanggal

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUNM 2013 NOMOR




Lampiran

Peraturan Walikota Palembang

Nomor Tahun 2013
Tanggal 2013
KETETAPAN KEBUTUHAN BBM | Pulang - Pergi }
No. | Jarak Tempuh Tujuan Premium (Ltr) Solar (Ltr)
{Km) Kendaraan Kendaraan
< 2000 cc >=2000¢cc | >=2000cc
1 3z Ogan Il 14 20 25
67 Ogan Komering Ilir, Banyuasin, 18 24 29
Prabumulih
Z: 125 Musibanyuasin 7 33 38
3, 185 Muaraenim 36 42 a7
4, 200 - 220 OKU, DKUT, DKUS 45 51 56
5. 230-270 Lahat 56 G2 a7
[ 380-430  |Pagar Alam, Empat Lawang 78 24 83
Musi Rawas, Lubuk Linggau

Ciurdangkan di Palembang
pada tanggal
Fin. SEKRETARIS DAERAH HOTA PALEMBANG

H. EDDY SANTANA PUTRA




Lampiran % Peraturan Walikota Palembang

MNamor Tahun 2013
Tanggal 2013
UAR DAERAH
SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS KEL e
TINGKAT C TINGKAT D TINGKAT E
TINGKAT A TINGKATB
Zn.. e & Walikota dan Wakil Walikota Sekrataris Anggata DPRD [ Eselon 0l f Eselon IV [ n.ﬂm”“”w!._ .”. :
Ketua DPRD | & Wakil Ketua DPRD Daerah Esebon Il Golongan IV Golongan Wl n Golonga
L]
| £ Wisyb 1.300.000 900,000 700,000 500,000
2 Witvmh o Tog o 0 ok ks .m_u_u oo 1.400.000 1.200.000 1.000.000
- Wisyah inconas T o e e s “..__mn_.aﬂ.u 2,000,000 1.300.000 1.600.000
3. Willayah Indonesia Tlmur (OH) 2 800,000 7 300,000 2 600,000 400,
00,000 400,000 300,000
H_JDelam Provinst (OH) 1.000.000 1oo0000|  9o0.000 700.000 5

PERKIRAAN BIAYA SEWA KENDARAAN

[dalam rupiah)
NOD URAIAN SATUAN | Biaya Sewa
1. |Pulau lawa (OH) 1.500.000
2. r_.zmﬂ Pulau Jawa [OH) 1.750.000

Diundangkan di Pakembang

pada tanggal
Plh, SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG

BERITA DAERAH KOTA PALEMEANG TAHUN 2043 NOMOR 3

H. EDDY SANTANA PUTRA




Lampiran

Peraturan Walikota Palembang

Nomor Tahun 2013
Tanggal 2013
BIAYA PEMETIAN DAN ANGKUTAN JENAZAH
Mo Tingkat Uraian
Perjalanan Dinas Biaya Pemetian (Rp) Pengangkutan
1 Tingkat A 5 5.000.000,00
Menurut Tarif yang berlaku dan alat
2 Tinghkat B 4.000.000,00 angkutan yang digunakan
3 Tinghkat € 3.000, 000,00
4 Tingkat [J 2.750.000,00
5 Tingkat E 2.500.000,00

H.EDDY SANTANA PUTRA

Diundangkan di Paksmbang
pada tanggal

Pih. SEKRETARIS D AH KOTA PALEMBAMNG

-

-
Ir. H. TAURK SYARRONI, MM

BERITA AH KOTA PALEMBANG TAHUN 2013 NOMOR 7

KOTA PALEMIBANG




Lampiran Peraturan Walikota Palembang
Momor . Tahun 2013
Tanggal 2013
KOMPONEN BIAYA PERIALANAN DINAS KELUAR DAERAH
KURANG DARI 24 {[DUA PULUH EMPAT) JIAM
No. Uralan Uang Harian Biaya Biaya Uang Sewa
Penginapan Transport Representasi Kendaraan
1. [|Perjala :m:.um:wm keluar ___m._m_.u_. el . ! v v
kurang dari 12 (dua belas) jam.
(06.00 wib s/d 18.00 wib)
2. |Perjalanan Dinas keluar daerah
lebih dari 12 (dua belas) jam v v v v o
kurang dari 24 (dua puluh empat) jam.
(06.00 5/d lebih dari 18.00 wib)

Keterangan
1. ¥ : Uang harian dan uang representasi (ketentuan ayat (7) pasal 7) diberikan setinggi-tingginya 75% dari biesaran yang ditetapkan
dalam lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikata ini.
z: W : Blaya transport Pegawal dibayarkan sesuai biaya riil herdasarkan fasilitas transport yang ditetapkan dalam lamplran !
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wallkota ini.
3 W . Biaya penginapan diberikan secara lumpsum setinggi-tingginya 30 % dari tarif penginapan sebagaimana tercantuim dalan

Lampiran @ yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

4 v : Sewa kendaraan dalam kota (ketentuan ayat (8) pasal 7) dibayarkan sesual biaya fiil untuk 1 {satu} hari dengan tarif setinggi-
tingginya sebagzimana tercanterm dalam lampiran 7 yang merupakan bagian tidak terpisahlan

- Uang harlan dan uang representasi [ketentuan ayat (7) pasal 7) dibayar untuk 1 (satu] hari sebesar yang dite

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Walikota ini.

dari Peraturan Wallkota inl.
tapkan

dalam lampiran
WALIKOTA PALEMBANG

Diwndangkan di Palembang

pada tanggal
Plh, SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG

H. EDDY SANTAMNA PUTRA




Lampiran Peraturan Walikota Palembang
Mormor - Tahun 2013
Tanggal - 2013

SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJIALANAN DINAS JABATAN
NOMOR © cravairrrssssresssssesasnmmmmmmn,

Yang bertandatangan dibawah ini
Mama B i iiiseeseeessssie s | Pejabat penerbit Surat Tugas)
MIF
Jabatan
Unit Kerja
SKPD .
menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tugas Perjalanan Dinas Jabatan atas nama :
Mama : veramenanemeeseeneeesssenseenns |PEIBKSENA SPO)
HIP
Jabatan
Unit Kerja .
S5KPD ]
dibatalkan atau tidak dapat dilaksanakan disebabkan adanya keperluan dinas lainnya yang sangat
mendesak/penting dan tidak dapat ditunda Yamu ... s -
....jalasan pembatalan perjalanan dinas)

Sehubungan dengan pembatalan tersebut, pelaksanaan perjalanan dinas tidak dapat digantikan
oleh pejabat / pegawai negeri lain.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperiunya
sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

PRIETIDANE, 1 aonsersimnervibinssmnerisitiiansh

yang membuat pernyataan

Mip.



Lampiran #  Peraturan Walikota Palembang

Nomor A Tahum 2013
Tanggal : 2013
SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN
BIAYA PEMBATALAN PERJALANAMN DINAS JABATAN
Yang bertandatangan dibawah ini :
Mama : AT e A SRy | 10 =T |
MIP H
Jabatan
Unit Kerja ;
SKPD 3
menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Perjalanan Dinas Jabatan bardasarkan Surat Tugas
NOMIOE © onnsessrvvssees TANEEA] Savervessscsnsnirinns 030 SPD Nomor ... Tanggal........ , an
Mama ; et e | Petlaksana SPD]
NIP
Jabatan
Unit Kerja :
SKPD :

dibatalkan sesuai dengan Surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas Jabatan Nomor ........
it R s m i i ssapa e

Berkenaan dengan pembatalan tersebut, biaya transpor BErupa ..o Dan biaya penginapan
yang telah terlanjur dibayarkan atas beban DPA tidak dapat dike mbalikan / refund (sebagian f seluruh)
SEDBBAR R, iaaiir v casib ssssanarerrsaseriy, SEINBER dibebankan pada Rekening anggaran ...

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat
pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan kerugian negara, saya bertanggungjawab penuh dan

bersedia menyetorkan kerugian tersebut ke Kas Megara.

PlembBang, ..oz

yang membuat pernyataan

Nip.



Lampiran - Peraturan Wallkota Palembang

Momar ! Tahun 2013
Tanggal ; 2013
DAFTAR PENGELUARAN RIIL
Yang bertandatangan dibawah ini :
MNama : vemsmerr i vmnernrsne rensseeieinnne(PEjab3T pEnerbit Surat Tugas)
MNIP
Jabatan i
berdasarkan Surat Perjalanan Dinas [SPD) Nomor ... TANEEE! vvrvecrecerrii, dEABAN ini kami

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :
1. Biaya transpor pegawai dan/atau biaya penginapan di bawah ini yvang tidak dapat diperoleh
bukti-bulkti pengeluarannya, meliputi :

Ma. URAIAN JUMLAH

2 Jumlah uang tersebut pada angka 1 diatas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan
perjalanan dinas dimaksud dan apabila di kemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran
kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian surat pernyatazn ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Mengetahui / menyetujui @ PAIEMBANE, woviirrisimsnmrnsisssssmsssrries
Kuasa Pengguna Anggaran Pelaksana SPD,

Mip. Nip.




Lampiran = Peraturan Walikota Palembang
Momor 1 Tahun 2013
Tanggal - 2013

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran 5PD Nomaor

Tanggal
Mo. PERIMCIAN BIAYA JUMLAH KETERANGAN
1
2
3
4
5
B
Fi
8
a
Jumlah Rp.
Terhilang
PRl - s s
Telah dibayar sejumlah Telah menerima jumlah vang sebesar

Bendahara Pengeluaran

Nip.

Yang Menerima

i g Vs, )
Mip.

PERHITUNGAN 5PD RAMPUNG

Ditetapkan sejumlah
vang telah dibayar sermula
Siza kurang / Lehih

i Rp.
. Rp.
! Rp.

PA [ KPA

Mip.




Lampiran

il

Peraturan Walikota Palembang

Mamar Tahun 2013
Tanggal 2013
SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)
SEPT: L e s e Mamor it
1. Marma Pegawai yang melaksanakan Ferjalanan Dinas
Kip
2 a Pangkat dan Golongan
b. Jabatan / Instansi
C Tingkat Biaya Perjalanan Dinas
3. Maksud Perjalanan Dinas
4. Alat sngkutan yang dipergunakan
5 A Tempat Berangkat
b, Tempat Tujuan
6. a. Lamanya Perjalanan Dinas
b, Tanggal Beranghat
(4 Tanggal harus Kemball
7.  Mamayang dilkut sertakan
B,  Permbebanan Anggaran
a. Instansi
b, Rekening Anggaran
9. Keterangan Lain-lain
Dikeluarkan di
Tanggal
PA JKPA




I. Berangkat dari
[Ternpat kedudukan)
Ke
Pada tanggal
Kepala
Nip
Il Tiba di : Berangkat dari
Pada Tgl : Ke
Kepalka ; Pada tanggal
Kepala
| Nip Nip
.. Tibadi i Berangkat dari
Pada Tgl £ Ke
Kepala : Pada tangsal
Kepala
Nip Mip
.  Tibadi £ Berangkat dari
Pada Tgl : Ka
Kepala : Pada tanggal
Kepala
Nip Mip
W.  Tibadi : Berangkat dari
Pada Tgl : , ke
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Wi, PERHATIAN :

PAJKPA yang menerbitkan PO, pegawal yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang
mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggungjawab berdasarkan
peraturan-peraturan keuangan negara [ daerah apabila negara / daerah menderita kerugian akibat
kesalahan, kelalaian, dan kealpaannya.




